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P U T U S A N 

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Thn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA TAHUNA 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, 

dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan 

perkara cerai gugat antara: 

YUNIATI SAKAMOLE BINTI AIDIN SAKAMOLE, tempat tanggal lahir 

Timbelang, 6 Juni 2001, agama Islam, pendidikan 

SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat 

kediaman di Lindongan II, Kampung Sensong, 

Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan 

Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, alamat domisili 

elektronik dengan email: 

mirnasakamole15@gmail.com. sebagai Penggugat; 

Lawan 

ABDUL PONTOH BIN MAMPAAT PONTOH, tempat tanggal lahir Beha, 4 

Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kampung Moade 

(rumah keluarga Pontoh-Tarimakase), Kecamatan 

Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, 

Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 

2024 telah mengajukan gugatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Tahuna melalui aplikasi e-court, dengan Nomor 

79/Pdt.G/2024/PA Thn, tanggal 12 September 2024, dengan mengemukakan 

dalil-dalil sebagai berikut:  

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara 

Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan 

Akta Nikah Nomor : 0056/0016/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah orang tua Tergugat di Kampung Moade selama kurang lebih 1 

bulan, lalu pindah ke kos-kosan di Bitung karena urusan pekerjaan 

selama kurang lebih 2 tahun dan berpisah pada bulan Juli 2022 sampai 

dengan sekarang; 

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan 

hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak 

yang bernama: 

• Nadira Shafiqa Pontoh binti Abdul Pontoh, tempat tanggal lahir, 

Tahuna 09 Juli 2021 umur 3 tahun, anak tersebut ikut dengan 

Penggugat; 

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  berjalan 

harmonis, namun sekitar awal tahun 2022 rumah  tangga Penggugat 

dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan oleh: 

• Bahwa Tergugat mudah tersulut emosi terhadap hal-hal sepele;  

• Bahwa Tergugat selalu mengatakan ingin berpisah setiap terjadi 

pertengkaran dan menyuruh Penggugat untuk mencari pria lain; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar 

bulan Juli tahun 2022, yang dimana pada saat itu terjadi pertengkaran 

hingga Penggugat dan anak pergi ke Sangihe sampai dengan sekarang; 

Disclaimer
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6. Bahwa pada tanggal 2 November 2022 Tergugat menghubungi 

Penggugat dan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian karena 

Tergugat sudah tidak mau bersama Penggugat; 

7. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat semenjak berpisah; 

8. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2022 

sampai dengan sekrang sudah berjalan 2 tahun; 

9. Bahwa  selama  hidup  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  

tidak  ada hubungan komunikasi; 

10. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak juga berhasil; 

11. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa 

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai  

dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, 

sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri 

perkawinan Penggugat dan Tergugat; 

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi 

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu 

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya 

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; 

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara 

ini; 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada 

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abdul Pontoh bin 

Mampaat Pontoh) terhadap Penggugat (Yuniati Sakamole binti Aidin 

Sakamole); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

 Subsider: 

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et 

bono); 
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Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak 

datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai 

wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan 

relaas panggilan tanggal 14 September 2024 dan tanggal 25 September 2024 

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak 

datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. 

Bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha menasihati 

Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi 

Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan 

oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti surat berupa: 

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7103144506010301 atas nama 

Yuniati Sakamole, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 15 Juli 2019. Alat 

bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan 

aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1); 

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/0016/VI/2020, yang 

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi 

Sulawesi Utara, tanggal 25 Juni 2020. Alat bukti surat tersebut telah 

di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim 

telah diparaf dan diberi kode (P.2); 

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 

saksi-saksi yaitu : 

I. Mirna Sakamole binti Majri Sakamole, umur 34 tahun, agama Islam, 

pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Honorer di Puskesmas Kolongan 
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Mitung, tempat tinggal di Kampung Bowongkulu 1 Kecamatan Tabukan 

Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, di hadapan 

persidangan saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan telah 

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah orang tua Tergugat di Kampung Moade, kemudian keduanya 

tinggal di Kos-Kosan di Bitung hingga akhirnya berpisah; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak 

yang bernama Nadira Shafiqa, anak tersebut berada dalam asuhan 

Penggugat; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan 

harmonis namun sekarang tidak lagi rukun karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sifat 

Tergugat yang suka emosi dan selalu mengatakan kata cerai kepada 

Penggugat setiap ada masalah; 

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

- Bahwa Tergugat pernah menghubungi Penggugat dan mengatakan 

kepada Penggugat untuk secepatnya mengurus perceraian; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 

Juli 2022 hingga sekarang; 

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan 

nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat; 

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun 

kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras mau 

bercerai dengan Tergugat; 

II. Armeliyanti Paparang binti Rahman Paparang, umur 23 tahun, agama 

Islam, pendidikan D4 Teknik Informatika, pekerjaan tidak ada, tempat 

tinggal di Kampung Bowongkulu 1, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten 
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Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, di hadapan persidangan 

saksi mengaku sebagai sepupun Penggugat dan telah memberikan 

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 

(satu) orang anak perempuan bernama Nadira, anak tersebut dalam 

asuhan Penggugat; 

- Bahwa setahu saksi Tergugat orang egois dan suka emosi sehingga 

selalu mengatakan kata cerai kepada Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 

(dua) tahun lebih hingga sekarang; 

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat 

tidak ada lagi komunikasi; 

- Bahwa saksi seringkali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 

karena saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan 

Tergugat; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan 

Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, 

namun usaha tersebut tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis sebagaimana 

tercatat dalam berita acara sidang serta mohon agar Hakim menjatuhkan 

putusan; 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat 

dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini.  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan 

Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan 

Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula 
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menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang 

menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, 

sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang 

sah; 

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha 

mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun 

membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 

154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi 

Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka 

sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak 

dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka 

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan 

Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa sebelum memperti;bangkan lebih lanjut mengenai 

gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim 

mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai 

dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian. 

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang 

telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi 

Sulawesi Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/0016/VI/2020 tanggal 

25 Juni 2020, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk 
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mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, 

akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula 

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak  

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah 

serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka 

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa 

secara verstek. 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). 

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat 

menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa 

kehidupan rumah tangganya sejak awal tahun 2022 telah terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat mudah 

tersulut emosi terhadap hal-hal yang sepele dan Tergugat selalu mengatakan 

ingin berpisah setiap terjadi pertengkaran yang akhirnya pada bulan Juli 2022, 

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak 

berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani 

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan 

di bawah ini; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan 

keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai 

dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Tahuna 
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berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;  

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah 

bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan 

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Juni 2020 telah 

terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten 

Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga bukti tersebut 

memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat. 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat (1) angka 4 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil 

gugatan angka 4.1, 4.2, angka 5,6,7,8 serta angka 10, adalah fakta yang 

didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan 

oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi 

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga 

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima 

sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat (1) angka 4 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil 

gugatan angka 4.1, 4.2 sampai dengan angka 10, adalah fakta yang didengar 

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh 

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat 

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan 

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat 

bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan 

bukti P.2, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai 

berikut : 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam 

perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama 

Nadira Shafiqa Pontoh binti Abdul Pontoh, anak tersebut dalam asuhan 

Penggugat; 

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun saat ini tidak lagi rukun karena sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat adalah karena Tergugat suka emosi dan mengucapkan kata cerai 

kepada Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) 

tahun dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling komunikasi; 

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah 

lahir maupun bathin kepada Penggugat; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar Kembali 

rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat 

menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan 

pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah 

terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan 

alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, 

juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal 

antara Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan 

Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan 

erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu 

sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh. 

Menimbang, bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah 

kepada Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi 
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memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi 

lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan 

masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, 

Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun  Hakim secara maksimal 

melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, 

namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan 

Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas 

yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus. 

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di 

persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan 

Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan 

(broken marriage). Penggugat sudah tidak lagi memiliki personal care and 

attention based on love and respect (perhatian dan kepedulian yang didasari 

cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan 

suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya 

harmonis seperti sedia kala. Karena Hakim berkesimpulan bahwa rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan 

kembali. 

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan 

dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati 

kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan 

perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu 

kuat (mitsaqan galidzhan) dan dinilai sebagai ibadah; 

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat tidak mencermikan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di 

atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi maslahat (kebaikan) 

tetapi sebaliknya dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan 

Tergugat. 
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam sebagaimana petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih 

sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : 

 

Maksudnya : ”Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada 

mencapai kemaslahatan”. 

serta petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai 

pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : 

 

Maksudnya : “Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) 

kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak 

atas suami dengan talak satu”. 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua 

unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) 

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan 

perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan 

hukum; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan 

hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan 

talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 
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MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Abdul Pontoh bin 

Mampaat Pontoh) terhadap Penggugat (Yuniati Sakamole binti Aidin 

Sakamole); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 343/KMA/HK.05/11/2019 tertanggal 

28 November 2019 tentang Izin Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari 

Senin, tanggal 7 Otober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi’ul 

Akhir 1446 Hijriah, oleh Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., sebagai Hakim 

Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan 

disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari 

itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag, sebagai Panitera 

Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya 

Tergugat;  

 

Hakim Tunggal, 

 

 

 

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. 

                      

             Panitera Sidang, 

 

 

 

              Sakinah, S.Ag. 
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Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp  30.000,00 

-  ATK Perkara : Rp 120.000,00 

-  Panggilan : Rp  28.000,00 

-  PNBP : Rp  20.000,00 

-  Redaksi : Rp  10.000,00 

-  Meterai : Rp  10.000,00 

J u m l a h : Rp218.000,00 

                (dua ratus delapan belas ribu rupiah).  

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


